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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase 
Studi Kasus Sengketa Jembatan Panulele”. Penelitian ini dilakukan di kantor Pemerintah 
Kota Palu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam 
kasus sengketa jembatan Ponulele dan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase. 
Penilitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang digunakan penelitian 
adalah data primer dan data data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh penulis 
secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Data tersier adalah 
dsumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, buku-buku ataupun laporan-
laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi 
dengan topik penelitian. 
Kata Kunci : Putusan Arbitrase dan Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase. 
I. PENDAHULUAN 
    A. Latar Belakang Masalah  
Jembatan Ponulele dibangun 
melintasi sungai Palu, Provinsi Sulawesi 
Tengah.
1
 Keberadaan Jembatan ini untuk 
menghubungkan jalan lingkar palu, 
sehinggah memperpendek jarak dan 
mempersingkat waktu tempuh bagi 
kendaraan yang akan melintasi kota palu , 
sehingga pengguna jalan tidak perlu 
memasuki kota, dan tidak terjebak dalam 
kemacetan. Berdasarkan data yang ada, 
                                                             
1
 Penulis menggunakan nomen klatur Jembatan 
Ponulele berdasarkan kontrak Nomor: 01/PRY-
PJP/K/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, meski 
nama latar ini menurut peneliti tidak tepat karena 
sumber dana pembangunan jembatan bukanlah dari 
„Ponulele‟ melainkan dari pemerintah kota Palu. 
dalam proses pembangunan Jembatan 
Panulele palu terdapat berbagai masalah 
yang timbul didalam proses pembangunan 
jembatan tersebut, antara PT. Global Daya 
Manunggal dan Pemerintah kota palu.  
Pada dasarnya tidak seorangpun 
menghendaki terjadinya sengketa dengan 
orang lain. Tetapi dalam hubungan bisnis 
atau suatu perjanjian, masing- masing 
pihak harus mengantisipasi kemungkinan 
timbulnya sengketa yang dapat terjadi 
setiap saat dikemudian hari. Sengketa yang 
perlu diantisipasi dapat timbul karena 
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perbedaan penafsiran baik mengenai 
bagaimana cara melaksanakan klausul- 
klausul perjanjian maupun tentang apa isi 
dari ketentuan- ketentuan didalam 
perjanjian, atau pun disebabkan hal-hal 
lainnya.
2
 
Terhadap sengketa yang terjadi, 
pada dasarnya peraturan perundang-
undangan di Indonesia telah menyediakan 
sarana untuk menyelesaikan sengketa para 
pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para 
pihak antara lain yaitu: melalui proses 
peradilan umum (litigasi) dan melalui 
proses diluar peradilan (non litigasi).  
Proses penyelesaian sengketa 
melalui pengadilan atau litigasi 
menghasilkan keputusan yang bersifat 
menang dan kalah yang belum mampu 
merangkul kepentingan bersama, 
cenderung menimbulkan masalah baru, 
penyelesaian yang lambat, membutuhkan 
biaya yang mahal, serta dapat menimbukan 
permusuhan diantara para pihak yang 
bersengketa. Oleh karena beberapa 
kekurangan penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan itulah maka sebagian orang 
                                                             
2 Gatot Soemartono, arbitrase dan mediasi di 
Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 
2006,  hlm 1. 
 
lebih memilih penyelesaian sengketa diluar 
pengadilan.
3
 
Arbitrase merupakan salah satu 
cara penyelesaian sengketa diluar 
pengadilan yang paling disukai oleh para 
pengusaha, karena dinilai sebagai cara 
yang paling serasi dengan kebutuhan 
dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase 
dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha 
yang independen guna menyelesaikan 
sengketa yang sesuai dengan keinginan 
dan kebutuhan mereka.
4
 
Kata arbitrase berasal dari kata 
arbitrare (Latin), arbitrage (Belanda), 
arbitration (Inggris), schiendspruch 
(Jerman), dan arbitrage (Perancis), yang 
berarti kekuasaan untuk menyelesaikan 
sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai 
oleh arbiter atau wasit.
5
 
Arbiter sebagai pihak ketiga yang 
menengahi dalam menjalankan tugasnya 
dan menyelesaikan sengketa dengan cara 
memberikan putusan. Dalam hal ini arbiter 
harus berada diposisi netral dan tidak 
memihak kepada salah satu pihak yang 
bersengketa. Selain dari itu yang paling 
esensi “indepensi” dari arbiter dalam 
melaksanakan tugasnya, sehingga dapat 
                                                             
3 Nazharkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi 
dan penyelesaian sengketa konstruksi,  PT 
Gramedia Pustaka Utama,  Jakarta 2008, hlm 84. 
4 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di 
Indonesia Op.Cit hlm 4. 
5 Ibid hlm 5. 
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diperoleh suatu putusan yang adil dan 
cepat bagi para pihak yang berbeda 
pendapat, berselisih paham maupun 
bersengketa.
6
 Menurut kamus besar bahasa 
Indonesia, Arbitrase mempunya arti 
sebagai usaha perantara dalam meleraikan 
sengketa.
7
 
Penjelasan secara etimologi  
menekankan tentang keberadaan pihak 
ketiga yang memiliki tugas untuk 
menengahi kedua belah pihak yang sedang 
menghadapi sengketa dan memberikan 
jalan keluar bagi penyelesaian sengketa 
tersebut. Pihak ketiga ini berperan sebagai 
jembatan bagi para pihak dalam 
menyelesaikan sengketanya dimana pihak 
ketiga ini dapat memberikan putusan yang 
sifatnya final dan mengikat yang 
diharapkan dapat menemukan kesepakatan 
serta memberikan kepuasan terhadap para 
pihak. 
 “ Arbitrase adalah suatu proses yang 
mudah atau simple yang dipilih oleh para 
pihak secara sukarela yang ingin agar 
perkaranya diputus oleh juru pisah yang 
netral sesuai dengan pilihan mereka 
dimana keputusan mereka berdasarkan 
dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para 
pihak setuju sejak semula untuk menerima 
                                                             
6 Gunawan Widjaja, Arbitrase VS Pengadilan: 
Persoalan Kompetensi Absolut yang tidak pernah 
selesai,  Kencana, Jakarta  2008,  hlm 70. 
7 Umar Sandi, “Arbitrase”, artikel, http:/ 
/umarzandi.blogspot.com/2011/02/ arbitrase. Html, 
diakses pada tanggal 9 Januari 2014 
putusan tersebut secara final dan 
mengikat”.8 
Penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase menghasilkan suatu putusan 
arbitrase yang bersifat final and binding, 
yaitu merupakan suatu putusan akhir dan 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
mengikat para pihak. Dengan demikian, 
terhadap putusan arbitrase tidak dapat 
diajukan upaya hukum banding, kasasi 
ataupun peninjauan kembali. Hal ini 
merupakan salah satu kelebihan arbitrase 
untuk menghindarkan sengketa yang 
semakin berkepanjangan.  
Proses atau cara penyelesaian 
sengketa bisnis yang saat ini sering di 
gunakan konsumen adalah melalui 
lembaga arbitrase, istilah arbitrase berasal 
dari kata latin yaitu arbitrater yang berarti 
berhak menyelesaikan sesuatu berdasarkan 
kebijaksanaan. Menurut Subekti 
“Arbitrase” adalah penyelesaian suatu 
perselisihan (perkara) oleh seorang atau 
beberapa orang wasit (arbiter) yang 
bersama-sama ditunjuk oleh para pihak 
yang berperkara dengan tidak diselesaikan 
lewat pengadilan.
9
 Sedangkan dalam pasal 
6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 
                                                             
8 M.Hussen Umar, Supriyani Kardono, Hukum dan 
lembaga arbitrase di Indonesia, Komponen Hukum 
Ekonomi Elips Project, Jakarta 1995,  hlm 2. 
9 Http://www.hukum.com.proses-penanganan-
sengketa. /16/5/2010/. Diaskes pada tanggal 28 
maret 2015. 
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arbitrase adalah cara penyelesaian suatu 
sengketa perdata di luar lembaga peradilan 
umum yang didasarkan pada perjanjian 
arbitrase yang dibuat para pihak secara 
tertulis dan disepakati para pihak.  
Arbitrase apabila dilihat dari suku 
katanya berasal dari bahasa latin yaitu 
arbitrare, yang mempunyai arti 
kebijaksanaan. Oleh karena itu R. Subekti 
dalam bukunya yang berjudul Arbitrase 
Perdagangan mengatakan bahwa arbitrase 
adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa 
yang proses dibantu oleh seorang pihak 
ketiga dengan menggunakan 
kebijaksanaannya.
10
 
Hal ini dikarenakan pengertian 
yang demikian akan menimbulkan kesan 
seolah-olah seorang arbiter atau suatu 
majelis arbitrase dalam memeriksa dan 
memutus suatu sengketa tidak akan 
mengindahkan norma-norma hukum lagi 
dan hanya menyandarkan pada 
kebijaksanaannya saja. Akan tetapi 
seorang arbiter atau majelis arbitrase 
dalam memeriksa, mengadili dan memutus 
suatu sengketa terikat dengan norma-
norma hukum perundang-undangan yang 
ada, dengan kata lain arbiter dalam 
memutus suatu sengketa tidak hanya 
didasarkan pada kebebasan arbiter semata 
                                                             
10 Ibid  
tapi juga berlandaskan norma-norma 
hukum yang berlaku. 
Di era globalisasi yang melanda 
seluruh dunia mempengaruhi semua 
bidang kehidupan. Namun yang paling 
tampak dan terasa adalah bidang ekonomi, 
khususnya perdagangan. Era ini ditandai 
dengan lahirnya berbagai macam 
perjanjian multilateral dan bilateral 
maupun pembentukan blok-blok ekonomi 
yang menjurus kepada kondisi dalam 
dunia perdagangan. 
Majunya perdagangan dunia, di 
satu sisi memang memberikan dampak 
positif, namun di sisi lain dapat 
menimbulkan perbedaan paham, 
perselisihan pendapat maupun 
pertentangan atau sengketa sebagai akibat 
adanya salah satu pihak yang melakukan 
wanprestasi terhadap kontrak tersebut. 
Perbedaan paham, perselisihan pendapat, 
pertentangan maupun sengketa tersebut 
tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan 
harus diselesaikan secara memuaskan bagi 
semua pihak.  
Meskipun tiap-tiap masyarakat 
memiliki cara sendiri-sendiri untuk 
menyelesaikan perselisihan tersebut, 
namun demikian perkembangan dunia 
usaha yang berkembang secara universal 
dan global mulai mengenal bentuk-bentuk 
penyelesaian sengketa homogen, 
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“menguntungkan” dan “aman”  keadilan 
bagi para pihak. Salah satu yang cukup 
populer dan banyak diminati para pelaku 
usaha dalam proses penyelesaian sengketa 
dagang yaitu melalui lembaga arbitrase. 
Lembaga arbitrase diberlakukan 
untuk semua golongan penduduk di 
Indonesia. Melalui ketentuan Aturan 
Peralihan Pasal II UUD 1945 yang 
menegaskan bahwa : “ segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku selama belum diadakan 
yang baru menurut Undang-Undang 
Dasar ini “. Maka konsekuensinya adalah 
bahwa :  
1. Ketentuan arbitrase yang dibuat di 
dalam Buku III Bab Pertama 
Rechsvording menjadi Undang-
Undang Arbitrase nasional di awal 
kemerdakaan Indonesia. 
2. Ketentuan tersebut berlaku samapai 
diganti yang baru. 
Dalam hal para pihak berhak dan 
berwenang untuk menentukan mengangkat 
sendiri para arbiter yang akan 
menyelesaikan sengketa mereka, yang 
berarti pula adanya kewenangan dari para 
pihak untuk menentukan sendiri cara atau 
proses penyelesaian sengketa antara para 
pihak sendiri. 
Pasal 615 ayat 1 Rv. menguraikan : 
“ Adalah diperkenankan kepada siapa 
saja, yang terlibat dalam suatu sengketa 
yang mengenai hak-hak yang berada 
dalam kekuasannya untuk melepaskannya, 
untuk menyerahkan pemutusan sengketa 
tersebut kepada seorang atau beberapa 
orang wasit .“11 
Selanjutnya dalam ayat 3 pasal 615 
Rv. ditentukan :  
“ Bahkan adalah diperkenankan 
mengikatkan diri satu sama lain, untuk 
menyerahkan sengketa-sengketa yang 
mungkin timbul di kemudian hari, kepada 
pemutusan seorang atau beberapa orang 
wasit.”12 
Dari ketentuan diatas maka 
jelaslah jika terjadi sengketa antara para 
pihak berhak menyerahkan proses 
penyelesaian sengketa mereka kepada 
seorang arbiter, yang akan memutuskan 
sengketa mereka tersebut menurut asas-
asas dan ketentuan-ketentuan yang 
dikehendaki oleh para pihak yang 
bersengketa tersebut, dan juga 
memberikan kemungkinan dan kebolehan 
bagi para pihak yang bersengketa untuk 
membawa proses penyelesaian 
sengketanya di luar jalur peradilan atau 
melalui lembaga arbitrase. 
                                                             
11 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani Hukum 
Arbitrase,  Raja Grafindo Persada, Jakarta  2000, 
Hlm 19 
12 Ibid, Hlm 20 
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Dari pengertian tersebut, dapatlah 
ditarik beberapa unsur penting dari 
arbitrase, yaitu : 
1. Cara penyelesaian sengketa secara 
privat atau diluar pengadilan. 
2. Atas dasar perjanjian tertulis oleh 
para pihak. 
3. Untuk mengantisipasi sengketa 
yang mungkin terjadi atau yang 
sudah terjadi.  
4. Dengan melibatkan pihak ketiga 
(arbiter atau wasit) yang 
berwenang mengambil keputusan.  
Sifat putusannya adalah mengikat dan 
final. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana hak dan kewajiban para 
pihak dalam kasus jembatan Ponulele  
Palu Sulawesi Tengah. 
2. Bagaimana kekuatan eksekutorial 
putusan arbitrase dalam sengketa 
jembatan Ponulele Palu. 
II. PEMBAHASAN 
A. Hak dan Kewajiban para pihak 
dalam kasus pembangunan jembatan 
Ponulele Palu  
Dalam suatu perjanjian perdata 
antara PT. GLOBAL DAYA DAN 
PEMKOT telah terjadi sengketa, 
sedangkan sengketa yang terjadi seringkali 
terkait mengenai bagaimana cara menaati 
klausul-klasul yang di buat para pihak 
dalam proses penyelesaian sengketa 
melalui lembaga arbitrase. Pada tanggal 23 
Oktober 2003 telah diadakan 
penandatanganan surat perjanjian 
pemborongan dan kedua belah pihak telah 
sepakat untuk melaksanakan pekerjaan 
Pembangunan Jembatan Ponulele yang 
dibiayai melalui APBD Kota Palu. 
Perjanjian pemborongan diatur 
dalam beberapa peraturan yaitu 
KUHPerdata, UU No.18 Tahun 1999 
tentang Jasa Konstruksi, Perpres No. 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. Mengenai hak-
hak dan kewajiban dari para pihak dalam 
perjanjian pemborongan hanya sedikit  
diatur dalam KUHPerdata. Sedangkan 
dalam kontrak perjanjian antara PEMKOT 
Palu dan PT. Global Daya Manuggal 
dalam pelaksanaan pekerjaan 
pembangunan Jembatan Ponulele  tidak 
menjelaskan secara rinci klausula-klausula 
tentang hak dan kewajiban antara 
pengguna barang/jasa dengan pemborong. 
Akan tetapi, secara umum kewajiban 
utama yang terdapat di dalam Kontrak 
perjanjian yaitu kewajiban dari  pemberi 
tugas dalam perjanjian pemborongan 
bangunan ialah membayar jumlah harga 
borongan sebagaimana tercantum dalam 
kontrak, kewajiban dari pemborong dalam 
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perjanjian pemborongan bangunan ialah 
melaksanakan pekerjaan pemborongan 
sesuai dengan kontrak, rencana kerja dan 
syarat-syarat yang telah ditetapkan 
(bestek).  
Bestek adalah uraian tentang 
rencana pekerjaan dan syarat-syarat yang 
ditetapkan disertai dengan gambar di 
dalam lampiran Keputusan Presiden 
Nomor 80 Tahun 2003 telah ditentukan 
secara lengkap dan sistematis hak dan 
kewajiban pengguna barang/jasa, adalah : 
a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan 
yang dilakukan oleh penyedia 
barang/jasa. 
b) Meminta laporan-laporan secara 
periodik mengenai pelaksanaan 
pekerjaan yang dilakukan oleh pihak 
penyedia barang/jasa. 
c) Membayar kontrak pekerjaan sesuai 
dengan harga yang telah ditetapkan 
kepada pihak penyedia barang/jasa. 
d) Memberikan fasilitas berupa sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan oleh pihak 
penyedia barang/jasa untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
ketentuan kontrak. Mengenai kewajiban 
pemberi tugas dalam hal cara 
pembayaran terhadap jumlah harga 
borongan dan nilai kontrak pembayaran 
telah diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 
7 kontrak perjanjian kerja. 
Dalam hal kewajiban pemborong 
untuk melaksanakan pekerjaan juga telah 
diatur mengenai jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan diatur dalam Pasal 8 kontrak 
perjanjian kerja. Jika terjadi perselihan 
para pihak dikemudian harinya antara 
PEMKOT Palu dan PT Global Daya 
Manunggal, maka proses penyelesaian 
sengketa melalui musyawarah dan jika 
dalam proses musyawarah tersebut tidak 
mendapatkan hasil, maka proses 
penyelesaian sengketa melalui lembaga 
arbitrase yang diatur dalam Pasal 19 
kontrak perjanjian kerja  yaitu : 
1. Apabila terjadi perselisihan antara 
kedua belah pihak, penyelesaian 
diutamakan secara musyawarah. 
2. Apabila secara musyawarah tidak dapat 
dicapai, dibentuk panitia Arbitrase yang 
terdiri dari : 
a. Seorang wakil pihak pertama 
b. Seorang wakil pihak kedua  
c. Seorang yang tidak ada sangkut 
pautnya dengan kedua belah 
pihak dan mengangkatnya 
,disetujui kedua belah pihak 
Keputusan yang diambil panitia 
arbitrase mengikat kedua belah pihak.  
3. Apabila cara- cara tersebut diatas dalam 
waktu 30 hari belum bisa 
menyelesaikan perselisihan, maka 
kedua belah pihak dapat mengajukan 
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kepengadilan negri dimana terjadi 
perselisihan. 
4. Selama proses penyelesaian 
perselisihan tidak dapat dijadikan 
alasan untuk menunda pelaksanaan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu 
yang telah ditetapkan. 
Dalam kontrak perjanjian juga 
mencantumkan tentang eksalasi harga. 
Eksalasi harga artinya suatu ketentuan 
kontrak yang memungkinkan kenaikan 
harga satuan pekerjaan apabila terjadi 
kenaikan tajam dalam harga input 
pekerjaan (misalnya karena inflasi luar 
biasa atau kelangkaan di pasar). Yang 
mana dicantumkan dalam Pasal 22 yaitu :    
1. Jika terjadi ketidakstabilan harga akan 
dilakukan penyesuaian harga sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku pada 
saat pembayaran. 
2. Penyesuaian harga satuan berlaku untuk 
seluruh item pekerjaan kecuali 
komponen keuntungan dan biaya 
overhead. 
3. Jika terjadi penambahan nilai kontrak 
akibat ketidakstabilan harga dan 
pekerjaan tambang kurang, maka batas 
waktu pembayaran seperti tersebut pada 
pasal 7 ayat (2) akan dibayarkan pada 
tahun anggaran 2007. 
Selama pelaksanaan pekerjaan 
pembangunan jembatan panulele, terjadi 
perubahan-perubahan yang mengakibatkan 
penambahan biaya yang harus ditanggung 
PT Global Daya Manunggal, dikarenakan 
terjadinya pekerjaan tambahan, antara lain 
perubahan desain struktur atas jembatan 
dan penambahan lajur jalan sementara 
mengakibatkan pemborong wajib untuk 
melaksanakan perubahan-perubahan 
tersebut. Meningkatnya harga-harga pelat 
baja, besi beton, paku, kabel baja yang 
dipicu oleh kenaikan harga baja dan 
kelangkaan pasokan baja didunia.
13
Dan 
juga kenaikan harga BBM pada tanggal 28 
Febuari 2005 dan tanggal 1 Oktober 2005 
telah mengakibatkan kenaikan harga pada 
seluruh komponen pekerjaan mulai dari 
harga bahan baku, upah, sewa alat, 
pengangkutan dan lain sebagainya. Atas 
kenaikan harga BBM tersebut Pemerintah 
memandang perlu untuk melakukan 
eskalasi harga atas satuan pekerjaan baik 
untuk kontrak tahunan maupun jamak 
melalui Peraturan Menteri Keuangan RI. 
No 105/PMK.06/2005 sebagai bukti 
pemborong melampirkan Peraturan 
Presiden RI No.22 Tahun 2005 Tentang 
Harga Jual Eceran BBM dalam Negeri, 
serta Peraturan Menteri Keuangan RI 
No.105/PMK.06/2005TentangPenyesuaian 
                                                             
13 Berita harian Kompas pada hari rabu 3, maret 
2004 
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Harga dan nilai kontrak kegiatan 
pemerintah tahun anggaran 2005. 
B. Kekuatan Eksekutorial dalam 
sengketa jembatan panulele 
Kekuatan eksekutorial dapat 
diperoleh dari ketentuan Penjelasan Pasal 
15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu, 
kekuatan eksekutorial adalah langsung 
dapat dilaksanakan tanpa melalui 
Pengadilan dan bersifat final serta 
mengikat para pihak untuk menjalankan 
putusan tersebut, kekuatan eksekutorial 
dalam jaminan fidusia dapat dilaksanakan 
apabila debitor tidak melaksanakan 
kewajibannya. 
Seperti telah diutarakan dalam 
uraian tentang duduknya perkara,oleh 
pemohon dan termohon pada tanggal 23 
Oktober 2003 telah ditandatangani surat 
perjanjian pemborongan No. 01/PRY-
PJP/K/X/2003 tentang pembangunan  
jembatan Ponulele. 
Dari uraian yang disampaikan oleh 
pemohon dalam permohonan arbitrasenya 
jelas bahwa yang dipersengketakan adalah 
masalah mengenai tuntutan pemohon atas 
hal- hal sebagai berikut :  
1. Tentang pembayaran atas pekerjaan 
tambah sebesar Rp. 2.894.217.000 
2. Tentang pembayaran atas penyesuain 
harga (eskalasi) sebesar Rp. 
18.078.194.000.- 
3. Tentang kerugian pemohon berupa 
biaya operasional sebesar Rp. 
475.000.000,- 
4. Tentang tambahan pekerjaan atas 
bertambahnya biaya overhead untuk 
masa pelaksanaan dan masa 
pemeliharaan sebesar Rp. 
2.070.000.000,- dan 
5. Tentang pembayaran pembatalan denda 
keterlambatan sebesar Rp. 
453.711.296,- 
Seperti diuraikan diatas, termohon 
telah selalu diberi kesempatan oleh 
sekretariat bani untuk menyampaikan 
jawaban atas permohonan arbitrase yang 
diajukan oleh pemohon namun termohon 
tidak menggunakan kesempatan tersebut, 
namun setiap undangan sidang termohon 
menyatakan tidak akan hadir dengan 
alasan karena tidak tersedia biaya perkara 
dalam APBD Kota Palu dan mengatakan 
pihak Pemkot akan menyelesaikan 
sengketa yang bersangkutan melalui 
pengadilan negri palu sesuai dengan 
ketentuan dalam kontrak, padahal dalam 
pasal 3 Amandemen Ke-IV (Bukti P5) 
Kontrak dan dalam surat kesepakatan 
bersama tanggal 14 maret 2007 (Bukti P-
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12) yang ditandatangani oleh kedua belah 
pihak dengan jelas tercantum bahwa jika 
ada perselisihan akan diselesaikan melalui 
BANI. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 
Undang- undang No 30 tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa Pasal 21 (2) 
Peraturan Prosedur BANI bahwa apabila 
termohon setelah beberapa kali diundang 
tetap tidak bersedia menghadiri sidang 
pemeriksaan, maka majelis tetap 
meneruskan pemeriksaan perkara, yaitu 
memeriksa dan memutus berdasarkan 
dokumen- dokumen dan bukti- bukti  yang 
telah diajukan oleh pemohon , dimana 
dalam hal ini majelis akan memeriksa 
seberapa jauh tuntutan yang diajukan 
pemohon tersebut mempunyai alasan dan 
dasar hukum yang kuat dengan tetap 
mempertimbangkan kepentingan 
termohon. 
Dalam putusan BANI yang berbunyi 
sebagai berikut :  
1. Mengabulkan permohonan pemohon  
2. Menghukum termohon untuk 
membayar kepada pemohon jumlah 
yang terdiri dari : 
a. Pembayaran atas pekerjaan 
tambahan sebesar Rp. 
1.750.000.000,- (satu milyar tujuh 
ratus lima puluh juta rupiah).  
b. Pembayaran atas penyesuaian 
harga (eskalasi) sebesar Rp. 
12.000.000.000,- (dua belas 
milyar rupiah). 
c. Pembayaran atas kerugian 
pemohon berupa biaya 
operasional sebesar Rp. 
180.000.000,- (seratus delapan 
puluh juta rupiah).  
d. Pembayaran atas biaya tambahan 
pekerjaan bertambahnya biaya 
overhead masa pemeliharaan 
sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga 
ratus juta rupiah) dan  
e. Pembayaran kembali kepada 
pemohon denda keterlambatan 
yang dikenakan termohon sebesar 
Rp. 453.711.296,- (empat ratus 
lima puluh tiga juta tujuh ratus 
sebelas ribu dua ratus sembilan 
puluh enam rupiah ) 
f. Menghukum termohon untuk 
melaksanakan putusan ini 
selambat- lambatnya dalam 
jangka waktu 30 hari setelah 
putusan arbitrase ini diucapkan. 
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g. Menyatakan putusan arbitrase ini 
bersifat final dan mengikat kedua 
belah pihak. 
Berdasarkan putusan BANI diatas, 
telah didaftarkan di Pengadilan Negri Palu 
pada tanggal 30 Oktober 2007. Sesuai 
bunyi pasal 60 Undang- undang No 30 
Tahun 1999  Putusan Arbitrase bersifat 
final dan mengikat para pihak. 
III. PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Hak hak dan kewajiban para pihak 
yang di buat dalam proses 
penyelesaian sengketa melalui 
lembaga arbitrase. Pada tanggal 23 
Oktober 2003 telah diadakan 
penandatanganan surat perjanjian 
pemborongan dan kedua belah pihak 
telah sepakat untuk melaksanakan 
pekerjaan Pembangunan Jembatan 
Ponulele yang dibiayai melalui APBD 
Kota Palu. Satu satunya pasal yang 
mengatur tentang pembatalan putusan 
arbitrase ada pada pasal 70 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 
Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, yaitu dengan 
alasan jika surat atau dokumen diakui 
atau dinyatakan palsu, ditemukan 
dokumen yang menentukan yang 
disembunyikan pihak lawan atau 
putusan yang diambil dari tipu 
muslihat yang dilakukan oleh salah 
satu pihak.  
2. Putusan BANI yang telah didaftarkan 
di Pengadilan Negeri, Sesuai bunyi 
pasal 60 Undang- undang No 30 
Tahun 1999  Putusan Arbitrase 
bersifat final dan mengikat para pihak. 
Bahwa dalam hal ini pihak tidak 
melaksanakan putusan arbitrase secara 
sukarela, Putusan dilaksanakan 
berdasarkan perintah Ketua 
Pengadilan Negeri atas permohonan 
salah satu pihak yang bersengketa. 
Bahwa perintah pelaksanaan eksekusi 
dari Ketua Pengadilan Negri tersebut 
diberikan dalam waktu paling lama 30 
hari setelah permohonan eksekusi 
didaftarkan kepada panitera 
Pengadilan Negri. 
B. Saran 
1. hak-hak dan kewajiban dari para pihak 
dalam perjanjian pemborongan hanya 
sedikit  diatur dalam KUHPerdata. 
Sedangkan dalam kontrak perjanjian 
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antara PEMKOT Palu dan PT. Global 
Daya Manuggal dalam pelaksanaan 
pekerjaan pembangunan Jembatan 
Ponulele  harus menjelaskan secara 
rinci klausula-klausula tentang hak 
dan kewajiban antara pengguna 
barang/jasa. 
2. Putusan BANI yang telah didaftarkan 
di Pengadilan Negeri tidaklah dapat 
diganggu gugat, dikarenakan putusan 
arbitrase bersifat final dan mengikat. 
Maka PEMKOT tidak dapat menolak 
putusan arbitrase tersebut dikarenakan 
putusannya bersifat final and 
bindding. Dengan adanya ketentuan 
dari pasal 70 ini maka tidak ada alasan 
diluar pasal 70 yang dapat 
membatalkan putusan arbitrase. Pasal 
57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, berkaitan 
dengan majelis arbitrase yang telah 
menjatuhkan putusan dengan jangka 
waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari 
setelah pemeriksaan ditutup, dan pasal 
54 berkaitan dengan putusan arbitrase 
yang tidak mencantumkan alamat 
arbiter tidak bisa dijadikan dasar 
permohonan pembatalan putusan 
arbitrase, karena hal tersebut kalaupun 
pemohon menganggap hal tesebut 
sebagai sesuatu kekurangan dalam 
putusan, maka pemohon memiliki hak 
untuk mengajukan koreksi terhadap 
kekeliruan administratif sebagaimana 
diatur dalam pasal 58 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, dalam waktu 14 hari setelah 
putusan diterimanya. 
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